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TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNOJAWABAN PELAKSANAAN 
ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DABRAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA LUBUKLJNGGAU, 

Menimbang: bahwa memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungiawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 perlu ditetapkan Peraturan Wahkota tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4114); 

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
4438); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 5679); ______ .,I_ 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Thun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Le1nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006; 

16. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri E); 

17. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 
2019 Nornor 18) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 37 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 
2020 Nomor 37); 

18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2021 

Menetapkan : 

ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2020. 
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Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 20 20 terdiri atas : 

1. Pendapatan 
a . Pendapatan Asli Daerah 

b . Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Penda patan Daerah 

yang Sah 
J umlah Pendapatan 

Rp . 86.319.561.348,87 
Rp. 747.054. 536.129,00 

Rp. 193.558.303.292, 72 
Rp.1.026. 932.400. 770,59 

2. Belanja 

3. 

a . Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 345.642.620.4 71 ,00 

2) Belanja Bunga Rp. 0 ,00 

3) Belanja Hibah Rp. 14.923.506.000,00 

4) Belanja Bantuan Sosial Rp 183.103.000,00 

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp 497.591.600,00 

Kepada Provinsi Kabupaten/ 
Kota dan Pemerintahan Desa 

6) Belanja Tak Terduga Rp. 35.331.443. 920,00 

Jumlah Belanja Tidak Rp. 396.578.264.991 ,00 

Langsung 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp. 33.185.600.820,00 
2) Belanja Barang dan jasa Rp. 255.987.211.374,50 
3) Belanja Modal Rp. 334.867.453.980127 

Jumlah Belanja Langsung Rp 624.040.266.174,77 

Jumlah Belanja Rp. l.020.618.531.165, 77 
Surplus / (defisit) Rp 6.313.869.604,82 

Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp. 832.396.092.82 

b. Pengeluaran ;;;;...;R=p.;.... _ __;:;_5 •;...:=0..::::0--=0..:...:. 0:::...:0:::...:0:...:... 0-=-0-=-0=1=0~0 
Jumlah Pembiayaan Netto (""-R=p...;_. _ ____;,4..:....:.1::....::6:;...;7....:...6-=-0-=-3=-.=9..::::0...:..7_,_, 1:....:8::::.L) 
Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 2.146.265.697,64 
tahun berkenaan 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 
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Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 yang dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran 

laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjelasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini. 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan W ali Kota ini dengan penetapannya dalam Berita 

Daerah Kota Lubuklinggau. 

Diundangkan di Lu bu klinggau 
pada tanggal1 \3 A-9-{j'Mr ~ 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal , \ '3 Ac;-,tr ~s w7A 

WALI KOT LUBUKLINGGA , 

/ 
A PUTRA SOHE 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

~-
SANI 
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